ANALISIS HUKUM MENGENAI KASUS NISSAN MARCHT
PT. NISSAN MOTOR INDONESIA

A. Latar Belakang
Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian  dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Dalam era globalisasi saat ini perkembangan komunikasi dan informasi berjalan sangat pesat sejalan dengan laju pembangunan di segala bidang. Hal tersebut menuntut suatu gerak manusia yang cepat, efisien, dan mudah agar segala kebutuhan dapat segera terpenuhi. Globalisasi informasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya berkembang dengan baik karena cepatnya jaringan informasi.
Pesatnya pembangunan disegala bidang mendorong meningkatnya mobilitas gerak manusia yang cepat dan dinamis sehingga meminta penyampaian informasi yang cepat dan dinamis pula. Media  sebagai salah satu sarana dalam penyampaian informasi mempunyai berbagai jenis seperti media  cetak (koran, majalah, tabloid dan lain-lain) dan media  elektronik (televisi, radio, dan lain-lain). Media  cetak sebagai salah satu media  merupakan sarana penyampaian informasi yang sudah memasyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha dalam memasarkan produknya dapat menggunakan media  cetak untuk pemasangan iklan.
Iklan mempunyai peranan yang  sangat penting dalam dunia perdagangan.  Informasi mengenai jenis barang, kegunaan, kualitas, harga, maupun pihak produsen   dapat diperoleh dari keberadaan iklan. Bagi konsumen, iklan yang baik sangat membantu dalam menentukan pilihan barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan selera dan kemampuan finansialnya. Sedangkan bagi produsen, iklan merupakan sarana penyampaian informasi tentang produk yang dihasilkan dengan harapkan  untuk  dapat memperlancar pemasarannya. Bahkan para pelaku usaha meyakini bahwa iklan memberikan sumbangsih yang berharga pada pasca produksi.Periklanan merupakan salah satu bentuk khusus untuk memenuhi fungsi pemasaran. Untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka apa yang harus dilakukan dalam kegiatan periklanan tentu saja harus mampu meraih simpatik masyarakat agar berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan maksud strategi pemasaran perusahaan untuk mencapai omset penjualan yang optimal serta pada akhirnya mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Periklanan harus mampu mengarahkan konsumen untuk membeli produk-produk yang ditawarkan tersebut, sehingga diyakini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli. Singkatnya iklan harus dapat mempengaruhi pemilihan serta keputusan untuk membeli apa yang diiklankan itu. 
Iklan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi mengenai barang dan atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumennya, maka dari itu iklan tersebut sangat penting kedudukannya bagi perusahaan sebagai alat untuk membantu memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkannya kepada konsumen. Tanpa adanya iklan berbagai produk barang dan atau jasa tidak dapat mengalir secara lancar ke para distributor atau penjual, apalagi sampai ke tangan para konsumen atau pemakainya.Agar produk yang  ditawarkan oleh pelaku usaha  memiliki nilai jual yang tinggi terkadang pelaku usaha menghalalkan segala cara. Salah satunya dengan melalui iklan yang memuat janji yang muluk-muluk mengenai kegunaan dan manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen meskipun pada kenyataannya bahwa produk tersebut kegunaan dan manfaatnya tidak sesuai dengan janji yang terdapat dalam iklan tersebut. Sehingga iklan tersebut telah membohongi konsumen atau masyarakat.
Oleh karenanya maka pemerintah merasa`perlu untuk memberikan suatu perlindungan khusus terhadap iklan-iklan yang menyesatkan. Perlunya peraturan yang mengatur perlindungan konsumen karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha, karena mengenai proses sampai hasil produksi barang atau jasa yang telah dihasilkan campur tangan konsumen sedikitpun. Sehingga kenyataannya konsumen selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal  makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.
Padahal Dalam kode etik periklanan menegaskan bahwa iklan itu harus jujur, harus dijiwai oleh rasa persaingan sehat. Iklan tidak boleh menggunakan kata “ter”, “paling”, “nomor satu” dan atau seterusnya yang berlebihan tanpa menjelaskan dalam hal apa keunggulan tersebut, dan harus dapat membuktikan sumber-sumber otentik pernyataan itu. Oleh karena itu iklan tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan merugikan konsumen. Suatu promosi itu harus jujur sehingga iklan yang  tidak jujur dapat kita kategorikan sebagai iklan yang menyesatkan, yaitu iklan yang memberikan keterangan yang tidak benar, mengelabui, dan memberikan janji yang berlebihan. Tentang tata krama dan tata cara periklanan Indonesia juga sudah diatus dalam butir a Penerapan Umum Tentang Tata Cara Periklanan Indonesia. Adanya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dalam hal adanya iklan yang menyesatkan (misleading advertisement) lapat dikenakan tindakan sanksi administratif dan juga sebagai ultimum remedium dapat juga dikenakan sanksi pidana maupun ganti rugi (sanksi perdata). Dengan adanya self regulation di Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia), yang berlakunya didukung oleh kalangan/pihak yang berkepentingan dengan periklanan, maka selayaknyalah produsen, perusahaan iklan, dan media-massa bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen secara tanggung menanggung. Jadi untuk mencegah iklan yang merugikan konsumen perlu ada pengaturan yang mengatur mengenai periklanan.
Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen dalam nenuntut hak-haknya, salah satunya dalam kasus iklan yang menyesatkan ini, maka pemerintah  menaruh kepedulian akan hal tersebut dengan upaya mewujudkan suatu peraturan yang mengatur dan terutama melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dengan keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Sampai saat ini undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai periklanan belum ada. Namun ada beberapa undangundang yang dalam ketentuannya ada yang menyangkut perihal periklanan. Di antaranya  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal I UUPK  menyebutkan bahwa “Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi  suatu barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan”. Selanjutnya tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti yang terdapat dalam Pasal 9-nya yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah produk tersebut memiliki potongan harga, keadaannya baik, memiliki sponsor, tidak mengandung cacat tersembunyi, merendahkan produk lain yang sejenis, menggunakan kata-kata yang berlebihan, dan mengandung janji  yang belum pasti. Sedangkan Pasal 10     berkenaan dengan informasi iklan yang membuat pernyataan yang tidak benar dan meyesatkan, baik menyangkut harga, kegunaan, kondisi, jaminan/garansi, maupun daya tarik potongan harga (discount) yang belum tentu benar. Selain itu terkait periklanan dimuat pula dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 20 UUPK.

Istilah “konsumen” telah diberikan penafsiran yang otentik, yaitu termuat dalamPasal 1 angka 2 Undang  – Undang  No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga , orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak  untuk diperdagangkan”. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen  maka  menekankan “pemakai” adalah konsumen terakhir. Dengan demikian yang dimaksudkan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk membayar barang dan/atau jasa itu. Untuk itu tidak harus diperlukan kontraktual. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mendefinisikan perihal perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.Perlindungan hukum bagi konsumen (pemakai terakhir) terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku usaha telah tertuang dalam ketentuan UUPK.  Bagi  konsumen yang  dirugikan dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku usaha (korporasi) dan/atau pengurusnya. Pasal 20 UUPK menetapkan bahwa “ Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas sekali bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab penuh atas isi materi dari suatu iklan yang diproduksi dan diterbitkan.  Pelaku usaha periklanan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi suatu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu iklan yang diproduksinya. 

Contohnya dalam kasus yang baru-baru ini terjadi pada Pt. Nissan Motor Indonesia, dimana salah satu konsumenya Ny. Ludmilla Arief merasa telah dibohongi dan dirugikan atas iklan Nissan Marcht yang mengklain bahwa kendaraan roda empat merek Nissan March. Jargon ‘city car’ dan ‘irit’ dimana berdasarkan iklan yang dipampang di media online detik dan Kompas, Nissan March mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak bensin 21,8 km/liter, informasi serupa terdapat di brosur Nissan March. Atas iklan tersebut Ny. Ludmilla Arief atau yang biasa dipanggil milla merasa tertarik dan kemudian mebeli mobil tersebut. Akan tetapi sebulan menggunakan moda transportasi itu, milla merasakan keganjilan. Ia merasa jargon ‘irit’ dalam iklan tak sesuai kenyataan, malah sebaliknya boros bahan bakar. Penasaran, Milla mencoba menelusuri kebenaran janji ‘irit’ tersebut. Dengan menghitung jarak tempuh kendaraan dan konsumsi bensin, dia meyakini kendaraan yang digunakannya boros bensin. Setelah satu bulan pemakaian, Milla menemukan kenyataan bahwa butuh satu liter bensin untuk jarak tempuh 7,9 hingga 8,2 kilometer (km) dengan kondisi jalan yang beragam. Rute yang sering dilalui Milla adalah Buncit–Kuningan-Buncit. Semuanya di Jakarta Selatan. Hasil deteksi mandiri itu ditunjukkan ke Nissan cabang Warung Buncit dan Nissan cabang Halim.

Padahal berdasarkan iklan yang dipampang di media online detik dan Kompas,  Nissan March mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak bensin 21,8 km/liter. Informasi serupa terdapat di brosur Nissan March. Karena itulah Milla berkeyakinan membeli satu unit untuk dipakai sehari-hari. Di iklan itu ditulis berdasarkan hasil tes majalah Autobild edisi 197 tanpa mencantumkan rute kombinasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Ketentuan UU No. 8 Tahun 1999  apa saja yang telah dilanggar oleh PT. Nissan Motor Indonesia atas iklan yang menyesatkanya?

2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Ludmilla Arief selaku konsumen agar mendapatkan pertanggungjawaban hukum oleh PT. Nissan Marcht selaku pelaku Usaha atas iklan yang menyesatkan?

3. Bagaimana tanggung jawab PT Nissan Motor Indonsia (NMI) sebagai pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Menentukan bahwa penyalahgunaan atas iklan yang berisi informasi yang tidak benar merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelau usaha yang memberikan informasi yang tidak benar melalui media cetak yang berisi informasi yang tidak benar berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Menentukan tanggung jawab PT. Nissan Motor Indonesia sebagai pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
D. Definisi Operasional
1. Konsumen menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

2. Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

3. Pelaku usaha menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama­sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
4. Barang menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.
5. Jasa menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

6. Promosi menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan”.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Jadi, Metode penelitian adalah studi mengenai metode-metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh kami selaku penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat normatif yuridis. Dalam pendekatan yuridis normatif sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm). Penelitian hukum normatif yuridis disebut juga penelitian kepustakaan (Library research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Pendekatan ini dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu pengkajian hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan menjelaskan, memaparkan, menggambarkan dan menganalisa permasalahan seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah. 

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini ialah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Disamping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Jenis data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data atau informasi hasil dari  penelaahan dokumen penelituian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan- bahan perpustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel, internet maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi. Sumber data sekunder berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan yang meliputi:

a. 
Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
b. 
Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku (teks book), skripsi, makalah, koran, majalah, dan internet.

c.
Bahan Hukum tersier 

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder atau disebut juga bahan penunjang, seperti polis, kamus, ensiklopedia dan lain-lain
4. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel, maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan “ teknik studi pustaka” untuk mengumpulkjan dan menyusun data yang diperlukan.

5. Teknik Analisis data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian  dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar , sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesisnya. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data.
F. Analisis Kasus PT. Nissan Motor Indonesia atas iklan yang menyesatkan dikaitkan dengan UU. No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Iklan sebuah produk adalah bahasa pemasaran agar barang yang diperdagangkan laku. Namun, bahasa iklan tidak selalu seindah kenyataan. Konsumen acapkali merasa tertipu iklan. Ludmilla Arief termasuk konsumen yang merasa dikelabui saat membeli kendaraan roda empat merek Nissan March. Jargon ‘city car’ dan ‘irit’ telah menarik minat perempuan berjilbab ini untuk membeli. Akan tetapi Sebulan menggunakan moda transportasi itu, Milla merasakan keganjilan. Ia merasa jargon ‘irit’ dalam iklan tak sesuai kenyataan, malah sebaliknya boros bahan bakar. Penasaran, Milla mencoba menelusuri kebenaran janji ‘irit’ tersebut. Dengan menghitung jarak tempuh kendaraan dan konsumsi bensin, dia meyakini kendaraan yang digunakannya boros bensin. Setelah satu bulan pemakaian, Milla menemukan kenyataan bahwa butuh satu liter bensin untuk jarak tempuh 7,9 hingga 8,2 kilometer (km) tentu dengan kondisi jalan yang beragam. Rute yang sering dilalui Milla adalah Buncit–Kuningan-Buncit. Semuanya di Jakarta Selatan. Hasil deteksi mandiri itu ditunjukkan ke Nissan cabang Warung Buncit dan Nissan cabang Halim. Padahal Berdasarkan iklan yang dipampang di media online detik dan Kompas, Nissan March mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak bensin 21,8 km/liter. Informasi serupa terdapat di brosur Nissan March. Karena itulah Milla berkeyakinan membeli satu unit untuk dipakai sehari-hari. Iklan tersebut ditulis berdasarkan hasil tes majalah Autobild edisi 197 tanpa mencantumkan rute kombinasi.
Analisis Hukum Kasus PT. Nissan Motor Indonesia atas iklan yang menyesatkan dikaitkan dengan UU. No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha
Konsumen secara harfiah memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yangmenggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Menurut Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 butir 2 : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Unsur-unsur konsumen menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahiun 1999 tentang perlindungan konsumen ialah : 

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa

2. Barang dan/jasa yang dibeli ialah untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, mauoun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.
Berdasarkan kedua unsur diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen menurut UUPK ialah seseorang yang dalam memakai barang dan/atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, maka Ny. Ludmilla Arief telah memenuhi unsur sebagai seorang konsumen atas PT. Nissan Motor Indonesia, karena nyonya ludmilla arief telah membeli barang berupa kendaraan roda empat Nissan Marcht yang diproduksi oleh PT. Nissan Motor Indonesia dan mobil tersebut digunakan untuk keperluanya beraktivitas sehari-hari.
Sedangkan untuk pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 butir 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama­sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Unsur-unsur pelaku usaha menurut UU. No 8 tahun 1999 diatas ialah :
1. setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia

2. sendiri maupun bersama­sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi
unsur pertama mensyaratkan pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, dan unsur kedua mensyaratkan orang perseorangan atau badan usaha tersebut menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. PT. Nissan Motor Indonesia telah memenuhi kedua unsure pelaku usaha diatas yaitu sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum yang berkedudukan dan atau melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dalam wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu PT. Nissan Motor Indonesia dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha.

2. Iklan sebagai media pemasaran
Iklan mempunyai peranan yang  sangat penting dalam dunia perdagangan.  Informasi mengenai jenis barang, kegunaan, kualitas, harga, maupun pihak produsen   dapat diperoleh dari keberadaan iklan. Bagi konsumen, iklan yang baik sangat membantu dalam menentukan pilihan barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan selera dan kemampuan finansialnya. Sedangkan bagi produsen, iklan merupakan sarana penyampaian informasi tentang produk yang dihasilkan dengan harapkan  untuk  dapat memperlancar pemasarannya. Bahkan para pelaku usaha meyakini bahwa iklan memberikan sumbangsih yang berharga pada pasca produksi.Periklanan merupakan salah satu bentuk khusus untuk memenuhi fungsi pemasaran.

Untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka apa yang harus dilakukan dalam kegiatan periklanan tentu saja harus mampu meraih simpatik masyarakat agar berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan maksud strategi pemasaran perusahaan untuk mencapai omset penjualan yang optimal serta pada akhirnya mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Periklanan harus mampu mengarahkan konsumen untuk membeli produk-produk yang ditawarkan tersebut, sehingga diyakini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli. Singkatnya iklan harus dapat mempengaruhi pemilihan serta keputusan untuk membeli apa yang diiklankan itu. Pengertian iklan telah disampaikan oleh beberapa pihak yang di antaranya sebagai berikut :
1. Menurut Frank Jefkins, periklanan adalah sebagai pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang potensial atas produk barang dan / jasa tertentu dengan biaya semurah-murahnya (Frank Jefkins, 1996 ; 5).
2. Menurut Rhenal Kasali, iklan didefinisikan sebagai  suatu pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. (Rhenal Kasali : 1995)

3. Tams Djayakusumah mengemukakan bahwa : “Periklanan adalah salah satu bentuk spesialisasi publisistik yang bertujuan untuk mempertemukan satu pihak yang  akan menawarkan sesuatu dengan pihak lain yang membutuhkannya. (Tams Djayakusumah, 1982 ; 9)

4. Sedangkan menurut Bab I angka 1 Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia diuraikan bahwa periklanan sebagai salah satu sarana pemasaran dan sarana penerangan memegang peranan penting di dalam pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia.

Maraknya produk iklan di akhir-akhir ini yang hanya mementingkan aspek promosi untuk menarik minat bagi konsumen dapat dilihat pada ajang unjuk kreativitas insan periklanan di Indonesia dalam momen Citra Pariwara. Fetival pelaku usaha dalam periklanan tersebut di antaranya memang terkait dengan pengawasan, yaitu tentunyadalam penilaiannya tidak lepas dari   ketentuan yang terangkum dalam Tata Krama Dan Tata Cara Periklanan Indonesia yaitu sebagai kode etik dari para pelaku usaha terkait dengan pembuatan iklan.
Menurut Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, memuat asas-asas  umum periklanan harus memuat :

1) Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan  tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 
2) Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara,  agama, adat budaya, hukum, dan   golongan.
3) Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. 
Alangkah baiknya jika patokan kode etik ini digunakan sebagai  self– regulation,  terlebih lagi ditegakkan melalui organisasi profesi periklanan manakala belum ditetapkannya Undang-Undang Periklanan . Secara khusus perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha periklanan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dilarang memproduksi iklan yang dapat:

1) Mengelabuhi konsumen mengenai  kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barangdan/atau jasa.   
2) Mengelabuhi jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa.
3) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/ atau jasa
4) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa.
5) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
6) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
Berdasarkan isi ketentuan tersebut, maka  ada beberapa hal yang patut dikaji terkait dengan aspek hukum periklanan,yaitu :

a. Bahwa iklan harus lebih menekankan pada pengenalan dan penyebarluasan informasi untuk menarik minat beli konsumen. Seringkali para pelaku usaha menafsirkan iklan sebagai alat, dengan menghalalkan muatan informasi apa saja, semata-mata untuk menggugah   konsumen agar membeli. Tanpa disadari bahwa secara hukum ada informasiinformasi yang dilarang, meskipun menurut pertimbangan teknis pemasaran sangat mungkin membangkitkan minat konsumen untuk membeli.
b. Hak konsumen untuk mengakses informasi dari penayangan iklan seharusnya berupa informasi yang benar jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Meskipun ukuran dari “benar, jelas, dan jujur” tidak begitu jelas, namun prsoalan yang terkait dengan diperbolehkan atau dilarang secara hukum menjadi hal yang sensitif dalam dunia usaha, agar dapat bersaing dalam iklan dan promosi secara sehat dan fair.
c. Kewajiban dari pelaku usaha untuk menyampaikan  semua  informasi  yang harus senyatanya yaitu secara benar, jelas  dan jujur tentang hal-hal yang terkait dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkannya.
d. Tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas iklan yang diproduksinya dan bertanggung jawab pula terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.   
Sampai saat ini undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai periklanan belum ada. Namun ada beberapa undang-undang yang dalam ketentuannya ada yang menyangkut perihal periklanan. Di antaranya  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal I UUPK  menyebutkan bahwa “Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi  suatu barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan”. Selanjutnya tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti yang terdapat dalam Pasal 9-nya yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah produk tersebut memiliki potongan harga, keadaannya baik, memiliki sponsor, tidak mengandung cacat tersembunyi, merendahkan produk lain yang sejenis, menggunakan kata-kata yang berlebihan, dan mengandung janji  yang belum pasti. Sedangkan Pasal 10 berkenaan dengan informasi iklan yang membuat pernyataan yang tidak benar dan meyesatkan, baik menyangkut harga, kegunaan, kondisi, jaminan/garansi, maupun daya tarik potongan harga (discount) yang belum tentu benar. 
Akan tetapi dalam kasus ini, PT. Nissan Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 10 huruf c UU Perlindungan Konsumen. Dimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k,  melarang pemanfaatan iklan yang memproduksikan mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Janji “Irit” PT. Nissan Motor Indonesia  atas  kendaraan roda empat merek Nissan Marcht  tidak terbukti benar. Berdasarkan iklan yang dipampang di media online detik dan Kompas dan brosur Nissan Marcht, Nissan March mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak tempuh bensin 21,8 km. Akan tetapi pada kenyataanya kendaraan ini butuh 1 liter bensin untuk jarak tempuh 7,9 sampai 8,2 km, sehingga unsur janji yang belum pasti disini telah terpenuhi. Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf c disebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, iklan Nissan Marcht atas kasus diatas dapat digolongkan sebagai iklan yang menyesatkan karena berisi informasi yang tidak benar dan telah melanggar ketentuan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
4. Hak Dan Kewajiban Konsumen
Hak-Hak Konsumen
Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen atas PT. Nissan Motor Indonesia memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.  Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Disamping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi ” persaingan curang”.  Di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis KUHP. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumenyang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk didalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya siapa yang melindungi konsumen (bab VII), bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya (bab IX, X, dan XI). 
Kewajiban Konsumen

Tidak hanya bicara hak, Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga memuat kewajiban konsumen, antara lain :
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Hal-hal tersebut diatas tentunya berlaku pula terhadap Ny.Ludmilla Arief selaku konsumen atas PT. Nissan Motor Indonesia. Milla selaku konsumen telah memenuhi segala kewajiban atas dirinya kepada pelaku usaha, sehingga ia berhak untuk menuntut haknya atas  Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan (pasal 5 angka 2 UUPK) dan Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 5 angka 8 UUPK). Oleh karena itu upaya hukumnya melalui badab arbitrase BPSK untuk menuntuk hak-haknya atas konsumen yang dirugikan saya rasa sudah benar dan menurut prosedur yang berlaku.
5. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang perlindungan konsumen  adalah:
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewajiban Pelaku Usaha
Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen  adalah:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal-hal tersebut diatas juga berlaku bagi PT. Nissan Motor Indonesia selaku pelaku usaha telah menerima segala haknya selaku pelaku usaha, akan tetapi PT.NMI tidak melaksanakan kewajiban atasnya selaku pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (Pasal 7 huruf a) dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan (pasal 7 huruf b). Oleh karena itu, pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang telah dirugikan atas perbuatanya tersebut.
7. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1999, diantaranya yaitu: 
1) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
a. Tidak sesuai dengan :

· standar yang dipersyaratkan;
· peraturan yang berlaku;
· ukuran, takaran, timbangan dan jumlah yang sebenarnya
b. Tidak sesuai dengan pernyataan dalam label, etiket dan keterangan lain mengenai barang  dan/atau jasa yang menyangkut :

· berat bersih
· isi bersih dan jumlah dalam hitungan;
· kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran;
· mutu, tingkatan, komposisi;
· proses pengolahan;
· gaya, mode atau penggunaan tertentu;
· janji yang diberikan;

c. Tidak mencantumkan :

· tanggal kadaluarsa/jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan paling baik atas barang tertentu;
· informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan   dalam label.
e. Tidak memasang label/membuat penjelasan yang memuat:

· Nama barang;
· Ukuran, berat/isi bersih, komposisi;
· Tanggal pembuatan;
· Aturan pakai;
· Akibat sampingan;
· Nama dan alamat pelaku usaha;
· Keterangan penggunaan lain yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat

f. Rusak, cacat atau bekas dan tercemar (terutama sediaan Farmasi dan Pangan), tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

2) Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa :

a. Secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut :

· Telah memenuhi standar mutu tertentu, potongan harga/harga khusus, gaya/mode tertentu, sejarah atau guna tertentu.
· Dalam keadaan baik/baru, tidak mengandung cacat, berasal dari daerah tertentu, merupakan kelengkapan dari barang tertentu.

b. Secara tidak benar dan selah-olah barang dan/atau jasa tersebut :

· Telah mendapatkan/memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
· Dibuat perusahaan yangmempunyai sponsor, persetujuan/afiliasi.
· Telah tersedia bagi konsumen.

c. Langsung/tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
d. Menggunakan kata-kata berlebihan, secara aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko/efek samping tanpa keterangan lengkap.
e. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
f. Dengan harga/tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika bermaksud tidak dilaksanakan.
g. Dengan menjanjikan hadiah cuma-cuma, dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tetapi tidak sesuai dengan janji.
h. Dengan menjanjikan hadiah barang dan/atau jasa lain, untuk obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan.

3) Dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang mempromosikan,mengiklankan  atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai :

a. Harga/tarifdan potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
b. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak/ganti rugi atas barang dan/atau jasa.
c. Kegunaan dan bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

4) Dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah dengan cara undian dilarang :

a.  Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu dijanjikan.
b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.
c. Memberikan hadiah tidak sesuai janji dan/atau menggantikannya dengan hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

5) Dalam menawarkan barang dan/atau jasa, dilarang melakukan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan kepada konsumen baik secara fisik maupun psikis.
6) Dalam hal penjualan melalui obral atau lelang, dilarang menyesatkan dan mengelabui konsumen dengan :

a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah memenuhi standar mutu tertentu dan tidak mengandung cacat tersembunyi.
b. Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan,melainkan untuk menjual barang lain.
c. Tidak menyediaakan barang dan/atau jasa dalam jumlah tertentu/cukup dengan maksud menjual barang lain.
d. Menaikkan harga sebelum melakukan obral.
8. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Pengertian tanggung jawab produk (pelaku usaha), sebagai berikut, ”Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang  telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut”. Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:
a. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasrkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan. (50 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”
Berdasarkan kasus diatas, Ny. Ludmilla Arief selaku konsumen telah melaksanakan segala kewajibanya atas konsumen, akan tetapi ia merasa dirugikan karena hak-haknya sebagai konsumen untuk memperoleh informasi yang benar atas barang melalui pemasaran baik media cetak, maupun media elektronik telah dilanggar. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan tidak sesuai yang diharapkanya, janji irit yang diberikan oleh PT. Nissan Motor Indonesia melalui iklan tidak sesuai kenyataanya Oleh Karena itu milla selaku konsumen merasa dirugikan, dan menurut pasal 19 ayat (1) UUPK milla berhak untuk meminta ganti rugi kepada PT. Nissan Motor Indonesia selaku pelaku usaha yang dianggap telah merugikanya atas iklan yang dianggap menyesatkan tersebut karena berisi informasi yang tidak benar dan janjin yang belum pasti.
8. Sanksi-sanksi Pelaku Usaha

Sanksi Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

1) Sanksi Perdata yaitu ganti rugi dalam bentuk :
a. Pengembalian uang, atau
b. Penggantian barang, atau
c. Perawatan kesehatan, dan/atau
d. Pemberian santunan
e. Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
2) Sanksi Administrasi :
Maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 2

3) Sanksi Pidana berupa kurungan :

a. Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17  ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18
b. Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f
c. Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.
4) Hukuman tambahan , antara lain :

a. Pengumuman keputusan Hakim
b. Pencabuttan izin usaha
c. Dilarang memperdagangkan barang dan jasa
d. Wajib menarik dari peredaran barang dan jasa
e. Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat . 

9. Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian dari permasalahan konsumen dapat dipecahkan melalui jalan peradilan maupun non-peradilan. Mereka yang bermasalah harus memilih jalan untuk memecahkan permasalahan mereka. Penyelesaian dengan cara non-peradilan bisa dilakukan melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di BPSK, LPKSM, Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui. Ketika kedua pihak telah memutuskan untuk melakukan penyelesaian non-peradilan, nantinya ketika mereka akan pergi ke pengadilan (lembaga peradilan) untuk masalah yang sama, mereka hanya dapat mengakhiri tuntutan mereka di pengadilan jika penyelesaian non peradilan gagal.
a. Penyelesaian melalui LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat).
LPKSM adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipilih dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam prosesnya para pihak yang bersengketa/bermasalah bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk kesepakatan (Agreement) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter. Penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta undang-undang lainnya yang mendukung. Tugas LPKSM, adalah :

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya,
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen,
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen,
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Saat ini LPKSM telah berkembang sebanyak kurang lebih 200 lembaga yang tersebar di berbagai propinsi, kabupaten dan kota. Namun lembaga yang telah memiliki TDLPK sebagai tanda diakuinya LPKSM tersebut bergerak di bidang perlindungan konsumen, hingga bulan Juli 2006 tercatat mencapai 107 LPKSM. LPKSM posisinya amat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat (legal standing) dalam konteks ligitasi kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen (LPKSM) yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa LPKSM yang dimaksud telah berbentuk Badan Hukum atau Yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen. Gugatan oleh lembaga konsumen hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan Umum (Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

b. Penyelesaian melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
BPSK adalah institusi non struktural yang memiliki fungsi sebagai “institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan infomasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Bpsk, yaitu melalui:

1) Konsiliasi

1. BPSK membentuk sebuah badan sebagai pasif fasilitator;

2. Badan yang membiarkan yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah mereka secara menyeluruh oleh mereka sendiri untuk bentuk dan jumlah kompensasi;

3. Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan dinyatakan sebagai persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK;

4. Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.

2) Mediasi

a. BPSK membentuk sebuah fungsi badan sebagai fasilitator yang aktif untuk memberikan petunjuk, nasehat dan saran kepada yang bermasalah;

b. Badan ini membiarkan yang bermasalah menyelesaikan permasalahan mereka secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah kompensasinya;

c. Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan diletakkan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK;

d. Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.

3) Arbitrasi

a. Yang bermasalah memilih badan CDSB sebagai arbiter dalam menyelesaikan masalah konsumen

b. Kedua belah pihak seutuhnya membiarkan badan tersebut menyelesaikan permasalahan mereka;

c. BPSK membuat sebuah penyelesaian final yang mengikat;

d. Penyelesaian harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari kerja paling lama.

e. Ketika kedua belah pihak tidak puas pada penyelesaian tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan keluhan kepada pengadilan negeri dalam 14 hari setelah penyelesaian di informasikan;

f. Tuntutan dari kedua belah pihak harus dipenuhi dengan persyaratan sebagai berikut :

· Surat atau dokumen yang diberikan ke pengadilan adalah diakui atau dituntut salah/palsu;

· Dokumen penting ditemukan dan di sembunyikan oleh lawan; atau;

· Penyelesaian dilakukan melalui satu dari tipuan pihak dalam investigasi permasalahan di pengadilan.

· Pengadilan negeri dari badan peradilan berkewajiban memberikan penyelesaian dalam 21 hari kerja;

· Jika kedua belah pihak tidak puas pada keputusan pengadilan/penyelesaian, mereka tetap memberikan kesempatan untuk mendapatkan sebuah kekuatan hukum yang cepat kepada pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 hari.

· Pengadilan Tinggi badan pengadilan berkewajiban memberikan penyelesaian dalam jangka waktu 30 hari

Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa.. Tagihan, hasil test lab dan bukti-bukti lain oleh konsumen dan pengusaha dengan mengikat penyelesaian akhir. Tugas-tugas utama BPSK :

a. Menangani permasalahan konsumen melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrasi;
b. Konsultasi konsumen dalam hal perlindungan konsumen;
c. Mengontrol penambahan dari bagian-bagian standarisasi;
d. Memberikan sanksi administrasi terhadap pengusaha yang menyalahi aturan;
G. Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan

1. Penggunaan iklan sebagai media pemasaran atas kendaraan roda empat Nissan Marcht Pt. Nissan Motor Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 10 huruf c UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf k,  dalam pemanfaatan iklan sebagai media pemasaran atas barang/jasa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Janji “Irit” PT. Nissan Motor Indonesia  atas  kendaraan roda empat merek Nissan Marcht  tidak terbukti benar. Berdasarkan iklan yang dipampang di media online detik dan Kompas dan brosur Nissan Marcht, Nissan March mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak tempuh bensin 21,8 km. Akan tetapi pada kenyataanya kendaraan ini butuh 1 liter bensin untuk jarak tempuh 7,9 sampai 8,2 km, sehingga unsur janji yang belum pasti disini telah terpenuhi. Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf c disebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa. 
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan Ibu Ludmida Arief selaku konsumen yang merasa dirugikan menurut Pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999 dapat mengajukan gugatan melaui badan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui lingkungan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.  Badan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang dimaksud ialah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). LPKSM adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen. BPSK adalah institusi non struktural yang memiliki fungsi sebagai institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana. Dalam kasus ini Ny. Ludmilla Arioef selaku konsumen memilih untuk menyelesaikan sengketanya dengan PT. Nissan Motor Indonesia melalui Badan Arbitrase BPSK. 

3. Melalui badan arbitrase BPSK NY. Ludmilla Arief mengajukan permohonan gugatan kepada PT. Nissan Motor Indonesia pelanggaran yang dilakukan oleh PT. NMI atas iklan yang dianggap menyesatkan yang berisi informasi yang tidak terbukti benar. Kasus ini kemudian diputus Putusan badan arbitrase BPSK pada tanggal 16 Februari 2012 dalam berkas gugatan dengan putusan badan arbitrase BPSK bernomor 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012. Atas pertimbangan pelanggaran ketentuan Pasal Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 10 huruf c UU Perlindungan Konsumen PT. Nissan Motor Indonesiadan ketentuan Pasal 19 ayat (1) yang mengharuskan pelaku usaha untuk bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh konsumen atas barang yang dihasilkan atau diperdagangkan, maka PT NMI bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dengan ganti rugi sebesar Rp 150.000.000.
Saran

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Maka, Kasus ini menunjukkan bahwa terkadang promosi iklan sangat tidak beretika bisnis. Banyak terdapat iklan-iklan yang berisi informasi tidak benar, keliru bahkan berlebihan dengan tujuan untuk mengelabui konsumen baik mengenai kualitas, bahan, kegunaan maupun harga. Konsumen dituntut untuk cermat dan hati-hati dalam memilih barang atau jasa, jangan sampai terpancing oleh iklan yang menggiurkan yang masih belum dapat dipertanggungkawabkan kebenaranya. Hal ini tentu saja mebuat kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha berkurang, Oleh karena itu, diharapkan akan adanya keterbukaan antara produsen kepada konsumen sehingga mereka akan bisa saling nyaman satu sama lain. 

